
  

 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR  50 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  

BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 87 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik 

Daerah;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang 

Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 

Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah 

Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4073); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan    

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6523); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 



  

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 

tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 218); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 140); 



  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

224); 

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 32); 

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 37); 

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

BARANG MILIK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten. 



  

6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya 

disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang  milik daerah. 

7. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah. 

8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 

Pengguna Barang adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

10. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang 

adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 

mengurus barang. 

11. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 

pedoman bagi Pengelola Barang, Pembantu Pengelola Barang/Pejabat 

Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, 

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang dan Pengurus 

Barang Pembantu dalam Pengawasan dan Pengendalian BMD. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 

a. menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam 

pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD yang efektif, efisien, 

dan akuntabel. 

 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP  



  

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Pengawasan dan Pengendalian BMD; dan  

b. Tugas dan Wewenang Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam 

Pengawasan dan Pengendalian BMD. 

 

BAB IV 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMD 

Pasal 4 

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh: 

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 

b. Pengelola Barang melalui pemantauan. 

 

Bagian Kesatu 

Pemantauan dan Penertiban oleh Pengguna Barang 

Pasal 5 

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terhadap: 

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

b. pengadaan; 

c. penggunaan; 

d. pemanfaatan; 

e. pemeliharaan; 

f. pengamanan; 

g. penilaian; 

h. pemindahtanganan; 

i. pemusnahan; 

j. penghapusan; dan  

k. penatausahaan BMD  

yang berada di dalam penguasaannya. 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk Unit Kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. 

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat 

pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil 

pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2). 

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil 



  

audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Pemantauan Oleh Pengelola Barang  

Pasal 6 

(1) Pengelola Barang dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, 

pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan BMD, sebagai bentuk 

penertiban pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti 

oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern 

pemerintah untuk melakukan audit atas pengelolaan BMD. 

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

TUGAS DAN WEWENANG DALAM PENGAWASAN DAN  

PENGENDALIAN BMD 

Bagian Kesatu 

Tugas dan Wewenang Pengelola Barang 

Pasal 7 

(1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang bertugas sebagai berikut:  

a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

dan pemindahtanganan BMD; 

b. meminta Pengguna Barang melaksanakan tindak lanjut atas hasil 

audit/pengawasan yang disampaikan oleh pengawas intern daerah atau 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  

c. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMD; dan  

d. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang sebagai berikut:   

a. meminta penjelasan tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang atas hasil pemantauan;  

b. meminta Pengguna Barang melakukan penertiban untuk 



  

menindaklanjuti hasil pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD;  

c. meminta Pengguna Barang untuk melaksanakan penertiban sebagai 

tindak lanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan Penatausahaan, 

pengamanan, dan pemeliharaan BMD;  

d. meminta pengawas intern daerah atau Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan untuk melaksanakan audit/pengawasan atas tindak 

lanjut hasil pemantauan; dan 

e. melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 

BMD pada Pengguna Barang;   

 

Bagian Kedua  

Tugas dan Wewenang Pengguna Barang 

Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMD pada 

Pemerintah Daerah, Pengguna Barang bertugas sebagai berikut:   

a. melakukan pemantauan dan penertiban atas pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, dan 

pemeliharaan BMD;  

b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang 

terhadap hasil pemantauan terkait pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;  

c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh 

pengawas intern daerah atau Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian BMD yang dilakukan oleh Pengelola Barang;  

e. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian BMD pada Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang; dan  

f. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMD, Pengguna 

Barang berwenang:  

a. meminta pengawas intern daerah untuk melakukan audit/ pengawasan 

atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMD;  



  

b. menyusun prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMD di 

lingkungan Pemerintah Daerah; dan   

c. menandatangani laporan hasil pelaksanaan pembinaan, monitoring, 

dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 6 Oktober 2022 

 

BUPATI KLATEN, 

 Cap 

 ttd 

SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 6 Oktober 2022 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

ttd 

JAJANG PRIHONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 50 

 

 

 

 

 

 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

  ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001 

 



  

 



  

 


